
BUPATI KARANG ANYAR

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR gD TAHUN 2009 

TENTANG

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL 
PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 

KABUPATEN KARANGANYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten 
j )  Karanganyar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan

Tatakerja Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan 
- , Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten

' Karanganyar agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, perlu 
disusun Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural pada Badan 
Kepegawaian Daerah Kabupaten Karanganyar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
* huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati 

Karanganyar.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah;

•2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

^  Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,' Tambahan Lembaran Negara
Wb Republik Indonesia Nomor 4389);

3; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik 'Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

T dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4944);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah. Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /  Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 89,Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4741);

8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, 
Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundangan- 
undangan;

; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

* 10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan 

A  Pemerintahan Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah
”  Kabupaten Karanganyar Nomor 7);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2009 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Badan 
Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja 
Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten 
Karanganyar Tahun 2009 Nomor 3).

! MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI 
• ' ■ i JABATAN STRUKTURAL PADA BADAN KEPEGAWAIAN

DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR.

# '  BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah 
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten 
Karanganyar.

4. Bupati adalah Bupati Karanganyar.



5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar.

6. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan 
Kepegawaian Daerah Kabupaten Karanganyar.

7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten 
Karanganyar.

8. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah setiap 
Warga Negara Republik Indonesia dalam masa percobaan untuk memenuhi 
syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi 
tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah setiap Warga 
Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, 
diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan 
negeri atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.

10. Daftar Urut Kepangkatan yang selanjutnya disingkat DUK adalah suatu daftar 
yang memuat nama PNS dari suatu satuan organisasi negara yang disusun 
menurut tingkatan kepangkatan.

11. Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian yang selanjutnya disingkat 
SIMPEG adalah sistem informasi terpadu yang meliputi pendataan pegawai, 
pengolahan data , prosedur, tata kerja, sumber daya manusia dan teknologi 
informasi untuk menghasilkan informasi yang lebih cepat, lengkap dan akurat 
dalam rangka mendukung administrasi kepegawaian.

12. Laporan Pajak-Pajak Pribadi yang selanjutnya disingkat LP2P adalah laporan 
pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan bermotor dan 
kendaraan di atas air.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal 2

(1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah, terdiri dari:

a. Kepala Badan;

b. Sekretariat, membawahkan:

1. Sub Bagian Perencanaan;

: 2. Sub Bagian Keuangan;

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Pengangkatan dan Pengembangan, membawahkan :

1. Sub Bidang Pengangkatan dan Penempatan;

2. Sub Bidang Pengembangan, Informasi dan Pelaporan.

d. Bidang Mutasi, membawahkan :

1. Sub Bidang Mutasi dan Pensiun;

2. Sub Bidang Kenaikan Pangkat.



e. Bidang Diklat, membawahkan:

1. Sub Bidang Diklat Struktural;

‘ 2. Sub Bidang Diklat Teknis dan Fungsional.

f. Bidang Pembinaan, membawahkan :

1. Sub Bidang Penegakan Disiplin;

2. Sub Bidang Kesejahteraan.

g. Unit Pelaksana Teknis;

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang 
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(5) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang 
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang 
bersangkutan.

BAB III

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu 

Kepala Badan

Pasal 3

(1) Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah di Bidang Kepegawaian.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Badan mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian;

b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang 
kepegawaian yang meliputi pengangkatan dan pengembangan, mutasi, diklat 
dan pembinaan serta kesekretariatan;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian yang meliputi, 
: pengangkatan dan pengembangan, mutasi, diklat dan pembinaan serta 
, kesekretariatan;

d; pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis dalam lingkup Badan 
Kepegawaian Daerah.

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan 
■ fungsinya.

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut;

a. merumuskan program kegiatan Badan berdasarkan peraturan perundang- 
undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman 
pelaksanaan kegiatan; "'**



b. mengarahkan tugas bawahan sesuai bidang tugasnya baik secara lisan 
maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait baik secara langsung 
maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta 
untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

: ^  merumuskan kebijakan Bupati di bidang kepegawaian berdasarkan 
wewenang yang diberikan dan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku; '

e. mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan di bidang kepegawaian 
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

t  mengendalikan pelaksanaan kegiatan di bidang kepegawaian sesuai 
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

g. membina pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

h. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang kepegawaian dengan cara 
mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun sebagai bahan 
penyusunan laporan;

i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan 
tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia 
sebagai cerminan penampilan kerja;

j. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar 
pengambilan kebijakan;

k. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan 
maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan 
tugas;

l. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan 
fungsinya.

Bagian Kedua 
Sekretaris

* Pasal 4

(1) Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam merumuskan
kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan
perencanaan, keuangan, umum, dan kepegawaian di lingkungan Badan.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

a. merumuskan program kegiatan Sekretariat berdasarkan peraturan 
; perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia

sebaga i pedoman pelaksanaan kegiatan;

b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan 
; peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan 
: ketentuan yang berlaku;

c! membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, 
j memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna 
: meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;

d. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Bidang di lingkungan Badan baik 
secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, 
informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil 
kerja yang optimal;



e. merumuskan konsep kebijakan Kepala Badan sesuai bidang tugas di 
Sekretariat;

f. merumuskan program kegiatan Badan berdasarkan hasil rangkuman 
rencana kegiatan Bidang-Bidang; •

g. melaksanakan pelayanan pengelolaan kegiatan administrasi umum, 
kepegawaian, keuangan, kearsipan, perpustakaan, perlengkapan, rumah 
tangga sesuai ketentuan yang berlaku guna kelancaran tugas;

h. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA)/ 
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau Dokumen Pelaksanaan 
Perubahan Anggaran (DPPA) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

i. mengkoordinasikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah (LAK1P) Badan, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 
Bupati (LKPJ) dan laporan sejenisnya sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku;

j. melaksanakan bimbingan teknis fungsi-fungsi pelayanan administrasi 
perkantoran sesuai pedoman dan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku agar kegiatan kesekretariatan dilaksanakan secara efektif dan 
efisien;

k. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan 
tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia

i sebagai cerminan penampilan kerja;

l. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar 
pengambilan kebijakan;

m. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan 
j maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan 
I tugas;

n. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan 
fungsinya.

. i

Paragraf 1

Kepala Sub Bagian Perencanaan 

Pasal 5

(1) Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas membantu Sekretaris 
dalam menyusun program kegiatan, monitoring, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan program kegiatan Badan.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:

a. menyusun program kegiatan Sub Bagian Perencanaan berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang 
tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan 
peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku;

c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberi 
petunjuk dan arahan secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan 
kelancaran pelaksanaan tugas;



d. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub 
Bidang di lingkungan Badan baik secara langsung maupun tidak langsung 
untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi 
permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

e. menyiapkan konsep naskah dinas bidang perencanaan sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku;

f. menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA)/ Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran (DPA) atau Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

g. menghimpun, meneliti dan mengkoreksi bahan usulan program kegiatan 
; dan laporan kegiatan yang masuk dari masing-masing Bidang, Sub Bidang 
i dan Sub Bagian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

h. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan operasional 
Badan agar diketahui tingkat realisasinya;

i. menyiapkan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 
(LAKIP) Badan, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ) 
dan laporan sejenisnya sesuai dengan indikator-indikator yang telah 
ditetapkan;

j. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan 
tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia 
sebagai cerminan penampilan kerja;

k. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar 
pengambilan kebijakan;

l. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun 
j tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan 
i fungsinya.

Paragraf 2

Kepala Sub Bagian Keuangan 

; . . Pasal 6

(1) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam
melaksanakan urusan administrasi keuangan dan pelaporan
pertanggungjawaban keuangan Badan.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

a. menyusun program kegiatan Sub Bagian Keuangan berdasarkan peraturan 
: perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia 
; sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan 
; peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan 
: ketentuan yang berlaku;

c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberi 
petunjuk dan arahan secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan 
kelancaran pelaksanaan tugas;



d. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub 
; Bidang di lingkungan Badan baik secara langsung maupun tidak langsung

untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi 
: permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

e. menyiapkan proses pencairan dana dan pengelolaan administrasi 
keuangan;

f. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran dengan cara 
membandingkan laporan perkembangan realisasi belanja dengan rencana 
pembiayaan yang telah disusun untuk bahan laporan kepada atasan;

g. melaksanakan pengendalian dan verifikasi serta pelaporan keuangan di 
lingkungan Badan;

h. ; melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan
tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia 
sebagai cerminan penampilan kerja;

i. ; membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar
pengambilan kebijakan;

j. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun 
' tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;

k. j melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Paragraf 3

; Kepala Sub Bagian Umum dan kepegawaian

Pasal 7

(1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu 
Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan urusan administrasi umum, 
rumah tangga, perlengkapan/perbekalan, dokumentasi, perpustakaan dan 
kearsipan, serta pengelolaan administrasi kepegawaian Badan.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)sebagai berikut:

a. menyusun program kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 
berdasarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan 
: peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku;

c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberi 
petunjuk dan arahan secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan 
kelancaran pelaksanaan tugas;

d. -melaksanakan koordinasi dengan Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub 
Bidang di lingkungan Badan baik secara langsung maupun tidak langsung 
untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi perma­
salahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

e. menyiapkan konsep naskah dinas bidang administrasi umum dan 
kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



f. memberikan pelayanan urusan administrasi umum, pengurusan rumah 
tangga, perlengkapan/perbekalan, dokumentasi, perpustakaan dan 
kearsipan, serta pengelolaan administrasi kepegawaian Badan;

g. merencanakan dan melaksanakan pengadaan barang untuk keperluan 
rumah tangga Badan sesuai dengan kebutuhan, anggaran dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku;

h. melaksanakan inventarisasi barang kekayaan Badan untuk tertib 
administrasi serta melaksanakan pemeliharaan barang inventaris agar 
dapat digunakan dengan optimal;

i. membuat laporan rutin tentang peremajaan pegawai, Daftar Urut 
Kepangkatan (DUK), nominatif pegawai, dan laporan kepegawaian lainnya

i demi terciptanya tertib administrasi kepegawaian;

j. memproses usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala, diklat pegawai, 
dan urusan kepegawaian lainnya;

k. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan 
tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia 
sebagai cerminan penampilan kerja;

l. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar 
pengambilan kebijakan;

m. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun
l tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan

n. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan 
fungsinya.

Bagian Ketiga
Kepala Bidang Pengangkatan dan Pengembangan

Pasal 8

(1) Kepala Bidang Pengangkatan dan Pengembangan mempunyai tugas 
membantu Kepala Badan dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, 
membina dan mengendalikan kegiatan di Bidang Pengangkatan dan 
Pengembangan.

(2) Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut;

a, merumuskan program kegiatan Bidang Pengangkatan dan Pengembangan 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber 
data yang tersedia sebaga i pedoman pelaksanaan ^egiatan;

b' menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan 
: peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas 
: sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya,
; memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna 
; meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;

d. melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris dan Kepala Bidang di 
lingkungan Badan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk 
mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan 
agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

e. menganalisa permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan 
pengangkatan dan penempatan, pengembangan, Informasi dan pelaporan 
dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahannya;



f. melaksanakan pembantuan dalam kegiatan Baperjakat sesuai peraturan 
; perundang-undangan yang berlaku;

g. merumuskan bahan dan melaksanakan pengelolaan administrasi kegiatan 
 ̂ pengangkatan dan penempatan PNS ke dalam jabatan Struktural dan

Fungsional;

h. merumuskan bahan penyelenggaraan pengadaan CPNS;

i. ! merumuskan bahan penyusunan DUK PNS di Lingkungan Kabupaten
Karanganyar; '

j. merumuskan bahan formasi kebutuhan PNS;

k. merumuskan bahan analisis kemampuan aparatur sesuai pedoman yang 
i berlaku;

l. > merumuskan bahan pemberian ijin, tugas belajar dan penggunaan gelar 
j PNS;

m. merumuskan bahan penyelenggarakan kegiatan pengembangan 
: profesionalisme, Ujian Dinas, Ujian Penyesuaian Ijasah pegawai lainnya 
; yang belum tertampung dalam bidang Diklat;

n. mengelola SIMPEG;

o. ; melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di Bidang 
i Pengangkatan dan Pengembangan sehingga dapat diketahui hasil capaian 
; kinerja;

p. j melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja 
: pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang 
; tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;

q . i membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar 
; pengambilan kebijakan;

r. ! menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan 
. I maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan

j tugas;

s. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan 
: fungsinya.

Paragraf 1

Kepala Sub Bidang Pengangkatan dan Penempatan

Pasal 9

(^) Kepala Sub Bidang Pengangkatan dan Penempatan mempunyai tugas 
membantu Kepala Bidang Pengangkatan Dan Pengembangan dalam 
melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, 
dan pengendalian kegiatan Sub Bidang Pengangkatan dan Penempatan.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

a .  ; menyusun program kegiatan Sub Bidang Pengangkatan Dan Penempatan 
i pegawai melalui mutasi dan promosi berdasarkan peraturan perundang- 
; undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebaga i pedoman

pelaksanaan kegiatan;

b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
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c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, 
memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna 
meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;

d. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub 
Bagian di lingkungan Badan baik secara langsung maupun tidak langsung 
untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi 
permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

e. r menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan- kegiatan 
: pengangkatan dan penempatan PNS ke dalam jabatan Struktural dan

Fungsional;

f. melaksanakan pengelolaan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan 
i (DP-3) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;

g. ; melaksanakan penyelesaian administrasi kegiatan pengangkatan,
; penempatan dan pemberhentian dalam jabatan Pegawai Negeri Sipil serta 
; pengambilan sumpah dan serah terima jabatan;

h. melaksanakan kegiatan pembuatan kartu jabatan sesuai peraturan 
■ pcrjrtHang-undangan yang berlaku;

i. menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan 
pengangkatan dan penempatan PNS ke dalam jabatan Struktural dan 
Fungsional serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahannya;

j. t menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub 
j Bidang Pengangkatan dan Penempatan sehingga dapat diketahui hasil

capaian kinerja;

k. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan 
' tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia
sebagai cerminan penampilan kerja;

L membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar 
: pengambilan kebijakan;

m. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan 
maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan 
tugas; dan

n. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan 
fungsinya.

Paragraf 2
Kepala Sub Bidang Pengembangan, Informasi dan Pelaporan

(1) Kepala Sub Bidang Pengembangan, Informasi dan Pelaporan mempunyai 
tugas membantu kepala Bidang Pengangkatan Dan Pengembangan dalam 
melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, 
dan pengendalian kegiatan Sub Bidang Pengembangan, Informasi dan 
Pelaporan.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

a. menyusun program kegiatan Sub Bidang Pengembangan, informasi dan 
pelaporan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 
sumber data yang tersedia sebaga i pedoman pelaksanaan kegiatan;

Pasal 10
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b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, 
memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna 
meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;

d. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub 
Bagian di lingkungan Badan baik secara langsung maupun tidak langsung 
untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi 
permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

e. menyiapkan bahan penyelenggaraan pengadaan CPNS;

f. menyiapkan bahan penyusunan DUK PNS di Lingkungan Kabupaten 
Karanganyar;

g. menyusun mekanisme pegawai, profil pegawai dan peremajaan data PNS / 
Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (S1MPEG) sesuai pedoman 
yang berlaku;

h. menyiapkan bahan formasi kebutuhan PNS;

i. menyiapkan bahan analisis kemampuan aparatur sesuai pedoman yang 
berlaku;

j. menyiapkan bahan pemberian ijin, tugas belajar dan penggunaan gelar 
: PNS;

k. menyiapkan bahan penyelenggarakan kegiatan pengembangan 
profesionalisme, Ujian Dinas, Ujian Penyesuaian Ijasah pegawai lainnya 
yang belum tertampung dalam Bidang Diklat;

l. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub 
Bidang Pengembangan, Informasi dan Pelaporan sehingga dapat diketahui 
hasil capaian kinerja

m. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan 
: tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia

sebagai cerminan penampilan kerja;

n. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar 
: pengambilan kebijakan;

o. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan 
maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan

: tugas; dan

p. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan 
fungsinya.

Bagian Keempat 

Kepala Bidang Mutasi

Pasal 11

(1) Kepala Bidang Mutasi mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam 
merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan 
kegiatan di Bidang Mutasi.
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(2) Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

a. merumuskan program kegiatan Bidang Mutasi berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia 
sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, 
memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna 
meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;

r d, melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris dan Kepala Bidang di 
lingkungan Badan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk 
mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan 
agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

e. menganalisa pemberian nilai angka kredit jabatan fungsional, mutasi antar 
daerah dan dalam daerah, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan 
pensiun pegawai;

f. menganalisa data PNS yang berkaitan dengan mutasi, kenaikan pangkat 
dan pensiun;

g. menganalisa permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan 
mutasi, kenaikan pangkat dan pensiun PNS;

h. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang 
Mutasi sehingga dapat diketahui hasil capaian kinor;a;

i. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja
5 pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang

tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;

j. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar 
pengambilan kebijakan;

k. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan 
maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan 
tugas;

l. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan 
fungsinya.

Paragraf 1

Kepala Sub Bidang Mutasi dan Pensiun 

; Pasal 12

(1) Kepala Sub Bidang Mutasi dan Pensiun mempunyai tugas membantu Kepala
Bidang Mutasi dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan,
koordinasi, pembinaan, dan pengendalian kegiatan Sub Bidang Mutasi dan
Pensiun.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

a. menyusun program kegiatan Sub Bidang Mutasi dan Pensiun berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia 
sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;



b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, 
memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna 
meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;

d. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub 
Bagian di lingkungan Badan baik secara langsung maupun tidak langsung 
untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi 
permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

e. melaksanakan administrasi mutasi pegawai dalam daerah dan antar 
; daerah sesuai peraturan yang berlaku;

f. melaksanakan administrasi kenaikan gaji berkala bagi Kepala Unit Kerja 
sesuai peraturan yang berlaku;

g. melaksanakan administrasi penyelesaian pensiun sesuai peraturan 
perundang-undangan yang berlaku;

h. melaksanakan administrasi pengangkatan CPNS, dan PNS dan sumpah 
janji PNS serta penempatannya;

i. , menganalisa permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan
mutasi, kenaikan pangkat dan pensiun PNS;

j. ; menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub
Bidang Mutasi dan Pensiun sehingga dapat diketahui hasil capaian kinerja;

k. ; melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan 
| tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia 
: sebagai cerminan penampilan kerja;

l. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar 
i pengambilan kebijakan;

m. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan 
maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan

i tugas; dan

n. ; melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan 
fungsinya.

Paragraf 2

Kepala Sub Bidang Kenaikan Pangkat 

Pasal 13

(1) Kepala Sub Bidang kenaikan pangkat mempunyai tugas membantu Kepala
Bidang Mutasi dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan,
koordinasi, pembinaan, dan pengendalian kegiatan Sub Bidang Kenaikan
Pangkat.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:

a. menyusun program kegiatan Sub Bidang Kenaikan Pangkat berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang 
tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

b. menjabarkan perintah. atasan melalui pengkajian permasalahan dan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



c.

d.

e.

f.

mpmh»riLtnU9aShkep^da bawahan sesuai dengan bidang tugasnya 
memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna 
menu gkatkcn kelancaran pelaksanaan tugas;

melaksanakan koordinasi dengan Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub 
Bagian di lingkungan Badan baik secara langsung maupun tidak langsuna 
untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi 
permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

melaksanakan administrasi kenaikan pangkat sesuai peraturan dan 
perundang-undangan yang berlaku;

menganalisa permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan 
kenaikan pangkat;

g. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub 
Bidang Kenaikan Pangkat sehingga dapat diketahui hasil capaian kinerja;

h. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja 
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang 
tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;

i. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar 
pengambilan kebijakan;

j. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan 
maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan 
tugas; dan

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan 
fungsinya.

Bagian Kelima 

Kepala Bidang Diklat

Pasal 14

(1) Kepala Bidang Diklat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam
merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan
kegiatan di Bidang Diklat.

(2) Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

a. merumuskan program kegiatan Bidang Diklat berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia 
sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang 
tugasnya,memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis 
guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;

d. melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris dan Kepala Bidang di 
; lingkungan Badan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk 
l mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan

agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

e. menganalisa data di bidang diklat kepegawaian yang meliputi Diklat 
Prajabatan dan Diklat Dalam Jabatan;



f' DiklatmUSkan bahan pelaksanaan se,eksi da" Penetapan calon peserta

g. merumuskan bahan penyelenggaraan dan 
Prajabatan dan Diklat Dalam Jabatan;

pengiriman peserta Diklat

h. melaksanakan pemantauan dan pemberdayaan terhadap alumni 
sesuar peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Diklat

i. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidana 
Diklat sehingga dapat diketahui hasil capaian kinerja

j. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja 
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang 
tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;

k. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar 
pengambilan kebijakan;

I. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan 
maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan 
tugas;

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan 
fungsinya.

Paragraf 1

Kepala Sub Bidang Diklat Struktural

Pasal 15

(1) Kepala Sub Bidang Diklat Struktural mempunyai tugas membantu kepala 
Bidang Diklat dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, 
koordinasi, pembinaan, dan pengendalian kegiatan Sub Bidang Diklat Struktural.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

a. menyusun program kegiatan Sub Bidang Diklat Struktural berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang 
tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

b. : menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan 
; peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas

sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, 
memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna

; meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;

d. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub 
: Bagian di lingkungan Badan baik secara langsung maupun tidak langsung 
; untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi 
• permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

e. menyiapkan bahan seleksi dan pengumuman calon peserta Diklat 
Struktural sesuai pedoman yang berlaku;

f. menyiapkan bahan penyelenggaraan dan pengiriman peserta Diklat 
Prajabatan dan Diklat Struktural sesuai pedoman yang berlaku;

g. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub 
Bidang Diklat Struktural sehingga dapat diketahui hasil capaian kinerja;
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j. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan 
maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan 
tugas; dan -

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tuaas dan 
fungsinya.

Paragraf 2

Kepala Sub Bidang Diklat Teknis Dan Fungsional

Pasal 16

(1) Kepala Sub Bidang Diklat Teknis dan Fungsional mempunyai tugas membantu 
Kepala Bidang Diklat dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan 
kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian kegiatan Sub Bidang Diklat 
Teknis dan Fungsional.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:

a. menyusun program kegiatan Sub Bidang Diklat Teknis dan Fungsional 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber 
data yang tersedia sebaga i pedoman pelaksanaan kegiatan;

b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas

‘ sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

c; membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya,
’ memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna 
' meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;

d. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub 
, Bagian di lingkungan Badan baik secara langsung maupun tidak langsung

untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi 
permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

e. menyiapkan bahan seleksi dan pengumuman calon peserta Diklat teknis 
dan fungsional sesuai pedoman yang berlaku;

f. menyiapkan bahan penyelenggaraan dan pengiriman peserta Diklat teknis 
; dan fungsional sesuai pedoman yang berlaku;

g. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub 
Bidang Diklat Teknis dan Fungsional sehingga dapat diketahui hasil 
capaian kinerja

h. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan 
: tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia 
1 sebagai cerminan penampilan kerja;

i. * membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar
pengambilan kebijakan;

j. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan 
maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan 
tugas; dan



k. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan 
fungsinya. sesuai dengan tugas dan

Bagian Keenam 

Kepala Bidang Pembinaan

Pasal 17 -

(1) Kepala Bidang Pembinaan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam 
merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan 
kegiatan di Bidang Pembinaan.

(2) Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

a. merumuskan program kegiatan Bidang Pembinaan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia 
sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya,
: memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna 
- meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;

d. melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris dan Kepala Bidang di 
lingkungan Badan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk 
mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan 
agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

e. merumuskan bahan pelaksanaan kegiatan penegakan Disiplin dan 
peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil;

f. merumuskan bahan pemberian hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil;

g .  ; merumuskan bahan pemberian ijin perkawinan dan perceraian sesuai 
| peraturan perundang-undangan yang berlaku;

h. merumuskan bahan fasilitasi pengurusan Kartu Pegawai, Tabungan 
" Perumahan dan pemberian penghargaan Satya Lencana Karya Satya 
j sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

i. : merumuskan bahan fasilitasi LP2P Pegawai Negeri Sipil;

j. J menganalisa permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan 
J penegakan Disiplin dan peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil

. k. 'melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang 
; Pembinaan sehingga dapat diketahui hasil capaian kinerja

l. ; melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja 
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang 
tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;

m. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar 
pengambilan kebijakan;

n. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan 
maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan 
tugas;

o. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan 
fungsinya.



Paragraf 1

Kepala Sub Bidang Penegakan Disiplin

; Pasal 18

(1) Kepala Sub Bidang Penegakan Disiplin mempunyai tugas membantu Kepala 
Bidang Pembinaan dalam melaksanakan penyiapan bahan "perumusan 
kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian kegiatan Sub Bidang 
Penegakan Disiplin.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

a . * menyusun program kegiatan Sub Bidang Penegakan Disiplin berdasarkan 
.; peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang
; tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

b. ; menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas

■ sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

c .  ; membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya,
■ memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna 

meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;

d. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub 
Bagian di lingkungan Badan baik secara langsung maupun tidak langsung 
untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi 
permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

e. menyiapkan bahan pemantauan dan penegakan disiplin PNS terhadap 
Peraturan-peraturan Kepegawaian;

f. menyiapkan bahan pemberian hukuman disiplin PNS sesuai peraturan 
perundangan yang berlaku;

g. ' menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan 
\ dengan urusan disiplin pegawai;

h. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub 
Bidang Penegakan Disiplin sehingga dapat diketahui nasil capaian kinerja

i. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan 
tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia 
sebagai cerminan penampilan kerja;

j. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar 
pengambilan kebijakan;

k. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan 
maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan 
tugas; dan

l. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan 
fungsinya.



Paragraf 2

Kepala Sub Bidang Kesejahteraan

Pasal 19

(1) Kepala Sub Bidang Kesejahteraan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang
Pembinaan dalam melaksanakan penyiapan; bahan perumusan kebijakan,
koordinasi, pembinaan, dan pengendalian kegiatan Sub Bidang Kesejahteraan.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

a. menyusun program kegiatan Sub Bidang Kesejahteraan berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang 
tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, 
memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna 
meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;

d. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub 
Bagian di lingkungan Badan baik secara langsung maupun tidak langsung 
untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi 
permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

e. menyiapkan bahan pemberian ijin perkawinan dan perceraian sesuai 
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

f. menyiapkan bahan fasilitasi pengurusan Kartu Pegawai, Tabungan 
Perumahan dan pemberian penghargaan Satya Lencana Karya Satya 
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

g. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan 
dengan urusan Kesejahteraan Pegawai;

h. menyiapkan bahan fasilitasi LP2P PNS;

i. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub 
Bidang Kesejahteraan sehingga dapat diketahui hasil capaian kinerja

j. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan 
tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia 
sebagai cerminan penampilan kerja;

k. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar 
pengambilan kebijakan;

' I. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan 
maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan 

tugas; dan

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan 

fungsinya.



BAB IV

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur lebih lanjut oleh 
Kepala Badan sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Karanganyar 
Nomor 291 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural 
pada Badan Kepegawaian Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar 

pada tanggal 3  J t lQ '

BUPATI KARANGANYAR,

Hj. RINA IRIANI SRI

Diundangkan di Karanganyar 

pada tanggal 3  J U ( i

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN KARANGANYAR,

NANINGSIH, S.Pd.,M.Hum.

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2009 NOMOR QO
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